BUPATI LANGKAT

PERATURAN BUPATI LANGKAT
NOMOR: 92 TAHUN 2013

TENTANG

PERJALANAN DINAS DALAM NEGER! BAG! PEJABAT NEGARA,
PIMPINAN/ANGGOTA DPRD PEGAWAI NEGERI SIPIL,PEGAWAI TIDAK TETAP
DILINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN LANGKAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPAT]I LANGKAT,

Menimbang . a. bahwa Peraturan Bupati Nomor 24 Tahun 2011 tentang perjalgngn‘ dinas
bagi pejabat negara, pimpinan/anggota DPRD, pegawai negeri sipil, dan
pegawai tidak tetap dilingkungan Pemerintah Kabupaten Langkat Tahun
Anggaran 2012, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor
02 Tahun 2012, sudah tidak sesuai lagi pada saat ini ditinjau dari kaidah-
kaidah Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana diamatkan dalam

t Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2013 tentang Perubahan
atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 tahun 2012, tentang
Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapan dan Belanja Daerah Tahun
. Anggaran 2013, sehingga periu direvisi.

b. bahwa agar perjalanan dinas dalam negeri dapat dilaksanakan secara
tertib, sfisien,ekonomis,efektif transparan, dan bertanggung jawab, periu
mengatur kembalai ketentuan mengenai perjalanan dinas dalam negeri bagi
pejabat negara, pimpinan/anggota DPRD, pegawai negeri sipil, dan pegawai
tidak tetap dilingkungan Pemerintah Kabupaten Langkat;

C. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a
dan huruf b, periu menetapkan Peraturan Bupati, tentang Perjalanan Dinas
Dalam Negeri bagi Pejabat Negara, Pimpinan/Anggota DPRD, Pegawai
Negeri Sipil dan Pegawai Tidak Tetap dilingkungan Pemerintah Kabupaten
Langkat; :

-.———

Mengingat > 1. Undang-Undang Nomor 7 DRT Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah
Otonom Kabupaten-Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Sumatera Utara
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 58); _

2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1574 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian
{Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah
diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara
Republik indonesia Tahun 1999 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara
Republik indonesia Nomor 3890);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara
(Lembaran Negara Republik indonesia Nomor 47 tahun 2003, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nornor 4355);



5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125 Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah
beberapa kali diubah dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun
2008 (Lembaran Negara Republik indonesia Nomor 59 Tahun 2008,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan
Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011,
Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik indonesia Nomor 5234);

7. Peraturan Pemerintah Nomor § Tahun 1982 tentang Pemindahan fbukota
Kabupaten Daerah Tingkat It Langkat dari Wilayah Kotamadya Daerah
Tingkat |l Binjai ke Kota Stabat di Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat !l
Langkat; {Lembaran Negara Republik indonesia Tahun 1982 Nomor 9);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1986 tentang Perubahan Batas
Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat Il Binjai, Kabupaten Daerah Tingkat il
Langkat dan Kabupaten Daerah Tingkat {l Deli Serdang (Lembaran Negara
Republik indonesia Tahun 1986 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 3323);

9.  Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 teniang Kedudukan Protokoler
dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun -2004 Nomor 90, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416) sebagaimana telah
beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan pemerintah Nomor 41 Tahun
2007 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 47,
Tambahan Lembaran Negara Repulik Indonesia Nomor 4712);

10.  Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140,
Tambahan Lembaran Negara Repubiik Indonesia Nomor 4578);

11, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman
Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali
terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011:

12.  Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2012 tentang Pedoman
Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2013 sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2013;

13.  Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2005 tentang Kedudukan Protokoler dan
Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Langkat (Lembaran
Daerah Nomor 1 Tahun 2005) sebagaimana telah diubah beberapa kali,
terakhir dengan Peratuiran Daerah Nomor 9 Tahun 2007 (Lembaran Daerah
Nomor 1 tahun 2007);

14, Peraturan Daerah Nomor 23 Tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi
Perangkat Daerah Kabupaten Langkat (Lembaran Daerah Kabupaten
Langkat Nomor 12 Tahun 2007);

15. Peraturan Daerah Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan
Kguangan Daerah Kabupaten Langkat (Lembaran Daerah Kabupaten
Langkat Tahun 2007 Nomor 05);

16.  Peraturan Daerah Nomor 04 Tahun 2009 tentang Urusan Pemerintahan yang

menjadi kewenangan Kabupaten Langkat (Lembaran Daerah Kabupaten
langkat Tahun 20086 Momor 1, Tembkahan Lembaran Daeran rabupaten
langkat Nomor 3);

17.  Peraturan Bupati Langkat Nomor 72 Tahun 2008 tentang Sistem dan
Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Langkat (Berita Daerah
Kabupaten Langkat Tahun 2008 Nomor 73 tahun 2008);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI
BAGI PEJABAT NEGARA, PIMPINAN/ANGGOTA DPRD PEGAWAI NEGER!
SIPIL, DAN PEGAWAI TIDAK TETAP DILINGKYNGAN PEMERINTAH
KABUPATEN LANGKAT. T e
2 Q



BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

-

ok

10.

11,

12.

13.

14.

15.
16.

17.
18.
19.

20.

21

Daerah adalah Kabupaten Langkat o '
Pemerintah Daerah adalah Bupati beserta Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah

Daerah Kabupaten Langkat.

Pimpinan/Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disingkat Pimpinan anggo_ta DPRD
adalah Ketua, Wakil-Wakil Ketua dan/atau mereka yang diresmikan keanggotaannya sebagal anggota
DPRD Kabupaten Langkat dan telah mengucapkan sumpah/janji berdasarkan ketentuan peraturan

perundang-undangan.

Pejabat negara yang selanjutnya disebut Pejabat adalah Bupati Langk_at dan Wakil-quati Langkat.
Perjalanan dinas Dalam negeri yang selanjutnya disebut Perjalanan Dinas _adalah perjalanan ke luar tempat
kedudukan yang dilakukan daiam wilayah Republik Indonesia untuk kepentingan negara.

Pegawai Negeri Sipil selanjutnya disingkat PNS adalah Pegawai di Lingkungan Pemerintah Kabupaten
Langkat yang diangkat dan ditetapkan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun
1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian.

Pegawai tidak tetap adalah personil yang diangkat/ditunjuk untuk _jangka \_.vaktu tertentq ‘guna
melaksanakan tugas Pemerintahan dan Pembangunan yang bersifat teknis profesmnal dan administrasi
sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan daerah/satuan organisasi yang tidak berkedudukan sebagai

pegawai Negeri.

Perjalanan Dinas Jabatan adalah Perjalanan Dinas melewati batas Kota dan/atau dalam Kota dari tempat
kedudukan ke tempat yang dituju, melaksanakan tugas, dan kembali ke tempat kedudukan semula di

dalam negeri.

Pejabat yang berwenang adalah Bupati Langkat, Wakil Bupati Langkat dan/atau Pengguna
Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran atau Pejabat yang diberi wewenang oleh Pengguna anggaran/Kuasa
Pengguna Anggaran dilingkungan Pemerintah Kabupaten Langkat.

Kuasa Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat KPA adalah pejabat yang memperoleh kuasa dari
Pengguna Anggaran untuk melaksanakan sebagian kewenangan dan tanggung jawab penggunaan
anggaran pada SKPD dilingkungan Pemerintah Kabupaten Langkat.

Bendahara Pengeluaran adalah Pejabat fungsional yang ditunjukk menefima, menyimpan, membayarkan,
menata usahakan dan mempertanggung jawabkan uang untuk Keperluan Belanja Daerah dalam rangka
Pelaksanaan APBD pada SKPD.

Surat Perintah Perjalanan Dinas yang selanjutnya disingkat SPPD adalah dokumen yang diterbitkan oleh
Pejabat yang berwenang dan Ketua DPRD dalam rangka pelaksanaan Perjalanan Dinas bagi Pejabat
Negara, Pimpinan/Anggota DPRD, Pegawai Negeri Sipil, Pegawai tetap, dan Pihak Lain dilingkungan
Pemerintah Kabupaten Langkat.

Pelaksana SPPD adalah pejabat Negara, Pimpinan/Anggota DPRD, Pegawai Negeri, dan Pegawai Tidak
Tetap yang melaksanakan Perjalanan Dinas.

L_umpsum adaiah suatu jumlah uang yang tefah dihitung terlebih dahulu (pre-calculated amount) dan
dibayarkan sekaligus.

Biaya Riil adalah biaya yang dikeluarkan sesuat dengan bukti pengeluaran yang sah.

Perhitungan Rampung adalah perhitungan biaya Perjalanan Dinas yang dihitung sesuai kebutuhan riil
berdasarkan ketentuan yang berlaku.

Tempat Kedudukan adalah lokasi kantor / satuan kerja.
Tempat Tujuan adalah tempat / Kota yang menjadi tujuan Perjalanan Dinas.
Pengumandahan (Detasering) adalah penugasan sementara waktu.

L.[ang‘ Persediaan yang selanjutnya disingkat UP adalah uang muka kerja dalam jumlah tertentu yang
dlbenk_an kepada Bendahara Pengeluaran untuk membiayai kegiatan operasional sehari-hari satuan kerja,
yang tidak mungkin ditakukan melalui mekanisme pembayaran langsung.

Standar Biaya adalah satuan biaya yang ditetapkan sebagai acuan benghitungan kebutuhan anggaran

ﬁallam Rencana Kerja dan Anggaran SKPD, baik berupa Standar Biaya Masukan maupun Standar Biaya
eluaran.



BAB I
RUANG LINGKUP PERJALANAN DINAS

Pasal 2

(1} Peraturan Bupati ini mengatur mengenai pelaksanaan dan pertanggungjawaban Perjalanan Dinas
Jabatan bagi Pejabat Negara, Pimpinan/Anggota DPRD, Pegawai Negeri Sipil, dan Pegawai Tidak
Tetap yang dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Langkat.

{2) Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
a. Pegawai negeri Sipil;
b. Calon Pegawai Negeri Sipil;

BAB il
PRINSIP PERJALANAN DINAS
Pasal 3
Perjalanan Dinas dilaksanakan dengan memperhatikan prinsip sebagai berikut :

a.  selektif, yaitu hanyé untuk kepentingan yang sangat tinggi dan prioritas yang berkaitan dengan
penyelenggaraan pemnerintahan;

b.  ketersediaan anggaran dan kesesuaian dengan pencapaian Kinerja Pemerintahan Daerah;

c.  akuntabilitas pemberian perintah pelaksanaan Perjalanari Dinas dan pembebanan biaya Perjalanan

Dinas.

BAB IV
PERJALANAN DINAS JABATAN

Pasal 4
(1) Perjalanan Dinas Jabatan digolongkan menjadi :
a. Perjalanan Dinas Jabatan Dalam Daerah; dan
b. Perjalalanan Dinas Jabatan Luar Daerah,

(2) Perjalanan Dinas Jabatan dalam Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a adalah

perjalanan yang dilakukan dalam wilayah Kabupaten Langkat dan/atau petjalanan yang memeriukan
waktu kurang dari 8 (delapan) jam.

(3)  Perjalanan Dinas Jabatan Luar Daeran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari :

a. Perjalanan Dinas Jabatan Luar wilayah Kabupaten Langkat dalam lingkup wilayah Provinsi
Sumatera Utara. '

b. Perjalanan Dinas Jabatan Keluar wilayah Provinsi Sumatera Utara.

Pasal 5

Perjalanan Dinas Jabatan dilakukan dalam rangka :

a.  pelaksanaan tugas dan fungsi yang melekat pada jabatan;

b.  mengikuti rapat, seminar, dan sejenisnya;

€. penugasan sementara waktu (Detasering) diluar tempat kedudukan;
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2)
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(5)
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(2)

menempuh ujian dinas/ujian jabatan;

menghadap Majelis Penguji Kesehatan Pegawai Negeri atau menghadap seorang dokter penguji
kesehatan yang ditunjuk, untuk mendapatkan surat keterangan dokter tentang kesehatannya guna
kepentingan jabatan;

memperoleh pengobatan berdasarkan surat keterangan dokter karena mendapat cedera pada
waktu/karena melakukan tugas;

mengikuti pendidikan setara Diploma/S1/52/S83;
mengikuti pendidikan dan pelatihan;
Pasal 6
Perjalanan Dinas Jabatan oleh Pelaksana SPPD dilakukan sesuai perintah atasan Pelaksana SPPD
yang tertuang dalam Surat Tugas.

Surat Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan oleh :

a. Bupatifwakil Bupati bagi Perjalanan Dinas jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat
{3) huruf b yang dilaksanakan oleh Kepala SKPD;,

b. Sekretaris Daerah bagi Perjalanan Dinas jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 yang
ditaksanakan oleh PNS/Pegawai tidak tetap dilingkungan Sekretariat Daerah dan Kepala SKPD
untuk Perjalanan Dinas jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf 2;

c. Kepala SKPD bagi Perjalanan Dinas jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) dan
ayat (3) huruf a dan b yang dilaksanakan oleh PNS/Pegawai tidak tetap dilingkungan unit kerja
SKPD berkenaan;

d. Ketua DPRD untuk Perjalanan Dinas Jabatan yang dilakukan oleh Pimpinan/Anggota DPRD.
Apabila Bupati tidak berada ditempat kewenangan penerbitan surat tugas sebagaimana dimaksud

ayat (2) huruf a dapat didelegasikan kepada wakil Bupati atau Sekretaris Daerah atas nama Bupati.

Eurit Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit mencantumkan hal-hal sebagai
erikut :

a. Pemberi Tugas;

b. Pelaksana tugas;

c. Wakiu pelaksanaan tugas; dan

d. Tempat pelaksanaan tugas.

Dalam hal berdasarkan Surat Tugas sebagaimana dimaksud pada ayai (1), dilakukan;
a. Perjalanan Dinas Jabatan di Dalam Daerah:atau

b. Perjalanan Dinas Jabatan Luar Daerah.

Surat Tugas dimaksud menjadi dasar penerbitan SPPD.

Perjalanan Dinas Jabatan di dalam Daerah yang dilaksanakan sampai dengan 8 (delapan) jam
dapat ditakukan tanpa penerbitan SPPD. '

SPPD sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dibuat sesuai dengan format sebagaimana tercantum
datam Lampiran | Peraturan ini.

Pasal 7
Dalam penerbitan SPPD, Pejabat yang berwenang, menetapkan tingkat biaya Perjalanan Dinas dan

alat transpor yang digunakan untuk melaksanakan Perjalanan Dinas Jabatan yang bersangkutan
dengan memperhatikan kepentingan serta tujuan Perjalanan Dinas {ersebut,

Perjalanan Dinas Jabatan di dalam Daerah yang dilaksanakan sampai dengan 8 {delapan) jam
tanpa penerbitan SPPD sebagaimana dimaksud daiam Pasal 8 ayat (8), pembebanan biaya
Perjalanan Dinas Jabatan dapat dicantumkan dalam Surat Tugas.
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BAB V
BIAYA PERJALANAN DINAS JABATAN

Pasal 8
Perjalanan Dinas Jabatan terdiri atas komponen-komponen sebagai berikut
uang harian;
biaya transpor;

biaya penginapan;,
uang representasi;
sewa kendaraan dalam Kota;

eaocow

Uang harian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas :
a. uang makan;

b. uang transpor lokal, dan

¢. uang saku

Biaya transpor sebagamana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas :

a. perjalanan dinas dari Tempat Kedudukan sampai Tempat Tujuan keberangkatan dan
kepulangan termasuk biaya ke terminal bus/stasiun/bandara/pelabuhan keberangkatan;

b. retribusi yang dipungut diterminal bus/stasiun/bandara/pelabuhan keberangkatan dan
kepulangan.

Biaya penginapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf ¢ merupakan biaya yang diperiukan
untuk menginap :

a. dihotel; atau

b. di tempat menginap lainnya.

Dalam hal Pelaksana SPPD yang telah mendapat biaya Kontribusi dan/atau penginapan/akomodasi
disediakan oleh Instansi yang mengundang, tidak diberikan biaya penginapan dan biaya makan
tetapi hanya diberikan uang saku sebesar 60% dari uang harian dan biaya transport sesuai tarif
transportasi sebagaimana diatur dalam Keputusan Bupati mengenai Standar Satuan Harga.

Uang representasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dapat diberikan kepada Pejabat
Negara.

Sewa kendaraan dalam Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e dapat diberikan kepada
Pejabat Negara untuk keperluan pelaksanaan tugas di Tempat Tujuan.

Sewa kendaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) sudah termasuk biaya untuk pengemudi,
bahan bakar minyak, dan pajak.

Komponen biaya Perjalanan Dinas Jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diuraikan pada

Rincian Bia)fa Perjalanan Dinas sesuai dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran ||
Peraturan ini.

Pacal 9

Biaya Perjalanan Dinas Jabatan diberikan untuk Perjalanan Dinas Jabatan sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 4 ayat (1) huruf b dengan ketentuan sebagaimana tercantum dalam Lampiran il Peraturan ini.

(1)

a. Tingkat A untuk Bupati, Wakil Bupatf, Pimpinan/Anggota DPRD;

Pasal 10

Biaya Perjalanan Dinas Jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1), digolongkan dalam

3 (tiga) tingkat, yaitu :

¥

Tingkat B untuk, Pejabat Eselon ll, dan pejabat lainnya yang setara;

c. Tingkat C untuk Pejabat Eselon {lI/PNS Golongan IV, Pejabat Eselon IV/IPNS Golongan lll, PNS

Golongan I dan |.
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Biaya Perjalanan Dinas diberikan berdasarkan tingkat biaya Perjalanan Dinas sebagaimana

dimaksud pada ayat (1), dengan ketentuan sebagai berikut : _ .

a. uang harian dibayarkan secara fumpsum dan merupakan batas tertinggi sebagaimana diatur
dalam Keputusan Bupati mengenai Standar Satuan Harga, N

b. biaya transpor pegawai dibayarkan sesuai dengan Biaya Riil berdasarkan Fasilitas Transpor
sebagaimana tercantum dalam Lampiran [V Peraturan ini; ‘ _

c. biaya penginapan dibayarkan sesuai dengan biaya riil. Dalam hal pelaksana perjalanan dinas
tidak menggunakan fasilitas hotel atau tempat penginapan lainnya, kepada yang bersangkgtan
diberikan biaya penginapan sebesar 30% (tiga puluh persen) dari tarif hotel dikota tempat tujuan
sesuai dangan tingkatan pelaksana perjalanan dinas dan dibayarkan secara Iympfsum; '

d. uang representasi dibayarkan secara lumpsum dan merupakan batas tertinggi sebagaimana
diatur dalam Keputusan Bupati mengenai Standar Satuan Harga;

e. sewa kendaraan dalam Kota dibayarkan sesuai dengan Biaya Riil dan berpedoman pada
Keputusan Bupati mengenai Standar Satuan Harga,;

Pasal 11

Bagi perjalanan dinas dalam daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) diberikan biaya
perjalanan dinas sebagaimana terlampir dalam lampiran V huruf A peraturan ini.

Bagi perjalanan dinas keluar daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) pqruf a
diberikan biaya perjalanan dinas sebagaimana terlampir dalam lampiran V huruf B peraturan ini.
Biaya perjalanan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dibayarkan secara
fumpsum pada saat akan melakukan perjalanan dinas.

Pasal 12

Perjalanan Dinas Jabatan untuk mengikuti rapat, seminar, dan ssjenisnya sebagaimana dimaksud
dalam Pasal $ huruf b dilaksanakan dengan biaya Perjalanan dinas Jabatan yang ditanggung oleh
panitia penyelenggara.

Dalam hal biaya Perjalanan Dinas Jabatan untuk mengikuti rapat, seminar, dan sejenisnya
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak ditanggung oleh panitia penyelenggara, biaya
Perjalanan Dinas Jabatan dimaksud dibebankan pada DPA-SKPD satuan kerja Pelaksana SPPD.
Panitia penyelenggara menyampaikan pemberitahuan mengenai pembebanan biaya Perjalanan
Dinas Jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dalam surat/undangan mengikufi
rapat, seminar, dan sejenisnya.

Rincian biaya Perjalanan Dinas Jabatan untuk mengikuti rapat, seminar, dan sejenisnya
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b tercantum dalam Lampiran VI Peraturan ini.

Dalam hal Perjalanan Dinas Jabatan dilakukan secara bersama-sama untuk melaksanakan suatu
kegiatan rapat, seminar, dan sejenisnya, seluruh Pelaksana SPPD dapat menginap pada
hotel/penginapan yang sama.

Dalam hal biaya penginapan pada hotel/penginapan yang sama sebagaimana dimaksud pada ayat
(5) lebih tinggi satuan biaya hotelfpenginapan sebagaimana diatur dalam Kepuiusan Bupati

mengenai Standar Biaya, maka Pelaksana SPPD menggunakan fasilitas kamar dengan biaya
terendah pada hotel/penginapan dirmaksud.

_ . _ Pasal 13 :

Biaya Peqalanan_ Dinas Jabgtan dibayarkan sebelum Perjalanan Dinas Jabatan dilaksanakan.
Datam hal Perjalanan Dinas Jabatan harus segers dilaksanakan, biaya Perjalanan Dinas
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibayarkan setelah Perjalanan Dinas selesai.

Pasal 14

Dalam hal jumlah hari Perjalanan Dinas Jabatan melebihi jumlah hari i

Tugas/SPPP dan tidak disebabkan oleh kesalahanfkelaljaian Pelaksianr;g glée!%pk::pgflﬁrgesﬂz;a:

tambahan uang hariap, biaya penginapan, uang representasi, dan sewa kendaraan dalam Kota.

Tambai_\an uang harian, biaya penginapan, uang representasi, dan sewa kendaraan dalam Kota

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dimintakan kepada Pejabat yang berwenang untuk

menSdap::t izrtsetujuan dengan meilampirkan dokumen berupa : :

a. 3ura erangan kesalahan/kelalaian dari j
transportasi [omya: s i Syahbandarﬁ(epa_la Bandara/perusahaan jasa

b. Surat keterangan perpanjangan tugas dari pemberi tugas.

Berdasarkan do!(umen sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pejabat yang berwenang

membebankan biaya tambahan uang harian, biaya penginapan, uang representasi, dan sewa

kendaraan dalam Kota pada DPA-SKPD sa%n kefja berkenaan.



(4)

(5)

(N
(2)

(1
(2)

3

(1)

(2)

(1)

2

(3)

Tambahan uang harian, biaya penginapan, uang representasi, dan sewa kendaraan dalarq Kota
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak dapat dipertimbangkan untuk hal-hal sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 5 huruf & sampai dengan huruf h.

Dalam hal jumiah hari Perjalanan Dinas kurang dari jumiah hari yang ditetapkan _dalam SPPD,
Pelaksana SPPD harus mengembalikan keisbihan uang harian, biaya penginapan, uang
representasi, dan sewa kendaraan dalam Kota yang telah diterimanya kepada Pejabat yang
berwenang.

Pasal 15

Biaya Perjalanan Dinas Jabatan dibebankan pada DPA-SKPD penerbit SPPD.

BAB VI

PELAKSANAAN DAN PROSEDUR
PEMBAYARAN BIAYA PERJALANAN DINAS

Pasal 16

Pembayaran biaya Perjalanan Dinas diberikan dalam batas pagu anggaran yang tersedia dalam
DPA-SKPD berkenaan. '
Pembayaran biaya Perjalanan Dinas kepada Pelaksana SPPD paling cepat 5§ (lima) hari kerja
sebelum Perjalanan Dinas dilaksanakan.

Pada akhir Tahun Anggaran, ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat melebihi 5
(ima) hari kerja menyesuaikan dengan ketentuan yang mengatur mengenai iangkah-langkah
menghadapi akhir tahun anggaran.

Pasal 17

Pembayaran biaya Perjalanan Dinas dilakukan melalui mekanisme UP dan/atau mekanisme

Pembayaran Langsung (LS).

Pembayaran biaya Perjalanan Dinas dengan mekanisme LS ditakukan melalui

a. perikatan dengan penyedia jasa;

b. Bendahara Pengeluaran; atau

¢. Pelaksana SPPD

Perjalanan Dinas jabatan yang dilakukan melalui perikatan dengan penyedia jasa sebagaimana

dimaksud pada ayat (2) huruf a meliputi :

a. Perjalanan Dinas Jabatan dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi yang melekat pada
jabatan; dan

b. Perjalanan Dinas Jabatan dalam rangka mengikuti rapat, seminar dan sejenisnya.

Pasai 18

Pembayaran biaya Perjalanan Dinas dengan mekanisme UP dilakukan dengan memberikan uang
muka kepada Petaksana SPPD oleh Bendahara Pengeluaran.

Pemberian uang muka sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berdasarkan perselujuan pembarian

uang muka dari Pejabat yang berwenang dengan melampirkan dokumen sebagai berikut :
Surat Tugas;

Fotocopi SPPD;

Kwitansi tanda terima uang muka; dan

rincian perkiraan biaya Perjatanan Dinas.

aeoow

Pasal 19

Penyedia jasa untuk pelaksanaan Perjalanan Dinas dapat berupa, biro jasa perjalanan, perusahaan
iasa transportasi, dan perusahaan jasa perhotelan/penginapan. '

Penetapan penyedia jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai ketentuan yang
mengatur pengadaan barang/jasa pemerintah.

Komponen biaya Perjalanan Dinas yang dapat dilaksanakan dengan perikatan meliputi biaya
transpor termasuk pembefian/pengadaan tiket dan/atay biaya penginapan.



(1)
(2)

(M
(2)

(Y
(2)

)

4)
(5)

Pasal 20

Kontrak/perjanjian dengan penyedia jasa dapat dilakukan untuk 1 (satu} paket kegiatan atau untuk
kebutuhan periode tertentu.

Nilai satuan harga dalam kontrak/perjanjian tidak diperkenankan melebihi tarif tiket resmi yang
dikeluarkan oleh perusahaan jasa transportasi atau tanf penginapan/hotel resmi yang dikeluarkan
oleh penyedia jasa penginapan/hotel. . _

Pasal 21 K

Pembayaran biaya Perjalanan Dinas kepada penyedia jasa didasarkan atas prestasi kera yang
telah diselesaikan sebagaimana diatur dalam konfrak/perjanjian.

Atas dasar prestasi kerja yang telah diselesaikan, penyedia jasa mengajukan tagihan kepada
Pejabhat yang berwenang.

Pasal 22

Pembayaran biaya Perjalanan Dinas Jabatan dengan mekanisme LS dilakukan melalui transfer dari
Kas Negara ke rekening Bendahara Pengeluaran, pihak ketiga atau Pelaksana SPPD.

Dalam hal biaya Perjalanan Dinas Jabatan yang dibayarkan kepada Pelaksana SPPD melebihi
biaya Perjalanan Dinas Jabatan yang seharusnya dipertanggungjawabkan, kelebihan biaya
Perjalanan Dinas Jabatan tersebut harus disetor ke Kas Negara melalui Pejabat yang berwenang.

Penyetoran kelebihan pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan :

a. menggunakan Surat Setoran Pengembalian Belanja (SSPB) untuk tahun anggaran berjalan;
atau

b. menggunakan Surat Setoran Bukan Pajak (SSBP) untuk tahun anggaran lalu.

Dalam hal biaya Perjalanan Dinas Jabatan yang dibayarkan kepada Pelaksana SPPD kurang dari

yang seharusnya, dapat dimintakan kekurangannya.

Pembayaran kekurangan biaya Perjalanan Dinas Jabatan sebagimana dimaksud pada ayat (4)

dapat dilakukan melajui mekanisme UP atau LS.

Pasal 23

Tata cara pengajuan tagihan kepada Pejabat yang berwenang, pengujian surat permintaan pembayaran,
dan penerbitan Surat Perintah Membayar oleh Pejabat Penanda Tangan SPM, dan penerbitan Surat
Perintah Pencairan Dana (SP2D) oleh Badan Pengelola Keuangan dan Asset Daerah {BPKAD)
berpedoman pada Peraturan ketentuan yang berlaku.

(1)
(@)

Pasal 24

Dalam hal terjadi pembatalan pelaksanaan Perjalanan Dinas Jabatan, biaya pembataian dapat
dibebankan pada DPA-SKPD berkenaan. -

Dokumen yang harus dilampirkan dalam rangka pembebanan biaya pembatalan sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) meliputi : ’ '

a. Surat Pernyataan Pembatalan Tugas Perjalanan Dinas Jabatan dari atasan Pelaksana SPPD,
atau paling rendah pejabat Eselon Il bagi Pelaksana SPPD dibawah Pejabat Eselon I} ke
bawah, yang dibuat sesuai format sebagaimana tercantum datam Lampiran VUl Peraturan ini;

b. Surat Pernyata_aan Pembebanan Biaya Pembatalan Perjalanan Dinas Jabatan yang dibuat sesuai
format sebagaimana tercanturn dalam Lampiran ViII yang Peraturan ini;

c. Pemyataan/T _anda Bukti Besaran Pengambilan Biaya Transpor dan/atau biaya penginapan dari
perusahaan jasa transpor dan/atau biaya penginapan dari perusahaan jasa transportasi
dan/atau penginapan yang disahkan oleh Pejabat yang berwenang.

berikut :

a. biaya pembatalan tiket transportasi atau biaya penginapan; atau

b. sebagian atau seluruh biaya tiket transportasi atau biaya penginapan yan"b pdak dapat
dikembalikan/refund.

Biaya pembatalan yang dapat dibebankan pada DPA-SKPD sebagaimana pada ayat (1) sebagai



BAB VI
PERTANGGUNGJAWABAN BIAYA PERJALANAN DINAS

Pasal 25

(1) Pelaksana SPPD mempertanggungjawabkan pelaksanaan Perjalanan Dinas kepada pembern fugas
dan biaya Perjalanan Dinas kepada Pejabat yang berwenang paling lama 5 (lima) hari kerja setelah
perjalanan Dinas dilaksanakan.

(2) Pertanggungjawaban biaya Perjalanan Dinas Jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan
melampirkan dokumen berupa :

a. Surat Tugas yang sah dari atasan Pelaksana SPPD;

b. SPPD yang telah ditandatangani oleh Pejabat yang berwenang dan pejabat di tempat
pelaksanaan Perjalanan Dinas atau pihak terkait yang menjadi Tempat Tujuan perjalanan Dinas;

¢. tiket pesawat, boarding pass, airport tax, retribuasi, dan bukti pembayaran moda transporiasi
lainnya;

d. bukti pembayaran yang sah untuk sewa kendaraan dalam Kota berupa kuitansi atau bukti
pembayaran lainnya yang dikeluarkan oleh badan usaha yang bergerak dibidang jasa
penyewean kendaraan; dan

(3) Dalam hal bukti pengeluaran transportasi dan/atau penginapan sebagaimana dimaksud pada ayat
(2) huruf ¢, huruf d, tidak diperoleh, pertanggungjawaban biaya Perjalanan Dinas Jabatan dapat
hanya menggunakan Daftar Pengeluaran Riil sebagaimana dimaksud pada ayat (2} huruf d.

Pasal 26

Segala ketentuan yang diatur dalam Peraturan Bupatfi, tidak berlaku bagi : perjalanan dinas yang
memeriukan kontribusi dari Instansi yang menyebabkan timbuinya perjalanan dinas, perjalanan dinas
keluar neger, penjemputan dan pengantaran jenazah Pejabat Negara, Pimpinan/Anggota DPRD, PNS
dan Pegawai Tidak Tetap, perjalanan pemulangan Pejabat dan PNS yang dipensiunkan.

Pasal 27

Pihak-pihak yang melakukan pemalsuan dokumen, menaikkan dari harga sebenarnya (mark up), dan/atau

Perjalanan Dlngs rangkap (qua kali atau lebih) dalam pertanggungjawaban Perjalanan Dinas yang

g_elzriklli)at kerugian yang diderita oleh negara, bertanggun jawab sepenuhnya atas seluruh tindakan yang
ilakukan,

BAB Vili
PENGENDALIAN INTERNAL

Pasal 28

{2) Pengendalian internal sebagaimana dimaksud pada i i
perataran porundamg S p ayat (1) dilaksanakan sesuai ketentuan

BAB IX
KETENTUAN LAIN-LAIN

e £

(1) Pejabat penerbit Surat Tugas sebagai i

_ _ gaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) dapat memerintahk

pihak lain diluar Pejabat Negara/Pegawai N i Sipi i Ti P T nelakukan

Poriaiaom iar eg gawai Negeri Sipil/Pegawai 'I'ildak Tetap untuk melakukan
(2) Pihak lain sebagaimana dimaksud pada a j

_ : yat (1) yang melakukan Perjalanan Dinas unt k
5 I;epentmgan negara, dlgolqngkan.dalam tingkat sebagaimana dimaksud dalamnPasal 10 ayat (1) ‘
(3) y ae:é;gogﬁ?n terhadgp pihak lain sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditentukan oleh Pejébat
enan = : .-
oreanghutan g engan  mempertimbangkan tingkat pendidikan/kepatutanftugas yang

(4) Pegawai Negeri Sipil Golongan | da j i
pat melakukan Perjalanan Dina
dalam hal tenaga teknis tidak diperoleh di tempat bersar?gkutan. ® dalam hal mendesakkhusus,

10



BAB X
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 30
(1) Pada saat peraturan Bupati ini berlaku : Peraturan Bupati Nomor 24 Tahun 2011 tentang Perjalanan
Dinas bagi Pejabat Negara, Pimpinan/Anggota DPRD, Pegawai Negeri Sipil, Pegawai Tidak Tetap

dilingkungan Pemerintah Kabupaten Langkat Tahun 2012, sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Bupati Langkat Nomor 02 tahun 2012 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

(2) Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Bupati ini dengan
penempatannya daiam Berita Daerah Kabupaten Langkat.

Ditetapkan di Stabat
padatanggal 25 Mamt 2013,

PATI LANGKAT,

H.NGOGESA SITEPU

Diundangkan di  Stabat
pada tang 25 Mawt 2012

SEKRETAR\S DAERAH KABUPATEN

H. SURYA DJANISA

BERITA DAERAH KABUPATEN LANGKAT TAHUN 2013 NOMOR ©9

| JABATAN Pai

QEKRETORIS DAERAH % 3‘}&%

ESISTEN ADY oo . A 18

KAERS MUK UM 7 TN ,’-ﬁ
|

KASUBEAG T-Rokow  IAIIE ]
STAF BAGIAN HUKLM A 213, ;
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LAMPIRAN | :  PERATURAN BUPATI LANGKAT

NOMOR . q Talwwn 2013

TANGGAL : 2% Marct 2013

TENTANG : PERJALANAN DINAS DALAM
NEGERI BAGI PEJABAT
NEGARA, PIMPINAN/ANGGOTA
DPRD, PEGAWAI NEGERI SIPIL,
PEGAWAI TIDAK TETAP
DILINGKUNGAN PEMERINTAH
KABUPATEN LANGKAT.

Lembaran Ke :
Kode No
Nomor

Dinas/Badan/Kantor :

Caontoh ,
SURAT PERINTAH PERJALANAN DINAS (SPPD)

1. | Pejabat yang berwenang memberi perintah

Nama/NIP Pegawai yang melaksanakan

2. Perjalanan Dinas
a. Pangkat dan Golongan a,
3. | b. Jabatan/Instansi b.
¢. Tingkat Biaya Perjalanan Dinas .

4. | Maksud Perjalanan Dinas

5. | Alat angkutan yang dipergunakan

a. Tempat Berangkat a.
b. Tempat Tujuan

a. Lamanya Perjalanan Dinas
7. | b. Tanggal berangkat
¢. Tanggai harus kembaii

Pembebanan Anggaran
8. | 2. Instansi a

h. Akun

9. | Keterangan Lain-ain

Dikeluarkan di
Pada Tanggal

Pejabat yang memberi perintah

12



Berangkat dari :
(Tempat Kedudukan)

Ke
Pada Tanggal
Kepala
NIP
II. Tibadi Berangkat dari
Pada Tanggal Ke
Kepala Pada Tanggal
Kepala
OO UT U UTUPYTUOTRTRTOUPUY EE I (SVSOUUOTRSU OO %)
NIP NIP
. Tiba di Berangkat dari
Pada Tanggal Ke
Kepala Pada Tanggal
Kepaia
U OO SRR L S (RSO RO
NIP NIP
IV. Tiba di Berangkat dari
Pada Tanggal Ke
Kepala Pada Tanggal
Kepata
U TUUPTOTOUIY T I (SROROT OO SRrUR
NIP NIP
V. Tibadi Berangkat dari
Pada Tanggal Ke
Kepala Pada Tanggai
Kepala
SRR ) (et
NIP NiP
VI. Tiba di :
{Tempat Kedudukan)
Pada Tanggal
Kepala
NiP

Vil. Catatan Lain-iain

VHIL.PERHATIAN

Pejabat penerbit SPPD, pegawai yan
mengesahkan tanggal berangkat/tiba,
berdasarkan peraturan-peraturan Nega

kelalaian, dan kealpaannya.

g melakukan perjalanan dinas, para pejabat yang
serta bendahara pengeluaran bertanggung jawab |
ra apabila negara menderita rugi akibat kezalahan,

| JABAT A

BUPATI LANGKAT

'SCHRETARI® nasAN

ASISTEN A% UYrumn

e

KARNG HUN Lt

XASUBBAS T+ Hucuwm

STAF BAGLAN MixiH

e T ST M e e e

H.WNGOGESA SITEPU
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LAMPIRAN Il PERATURAN BUPATI LANGKAT

NOMOR : 9 Talavnn 2013

TANGGAL : 25 Mavet 2003

TENTANG : PERJALANAN DINAS DALAM
NEGERI BAGI PEJABAT
NEGARA,PIMPINAN/ANGGOTA
DPRD,PEGAWAI NEGERI
SIPIL,PEGAWAI TIDAK TETAP
DILINGKUNGAN PEMERINTAH
KABUPATEN LANGKAT.

Contoh

RINCIAN BIAYA PERJALANAN DINAS

LLampiran SPPD Nomor ;

Tanggal

z
O

PERINCIAN BIAYA

JUMLAH

KETERANGAN

PN AWM

Telah dibayarkan sejumlah

Rp....

Bendahara Pengeluaran

................... Janggal,bulan,tahun
Telah menerima jumiah uang sebesar

Ditetapkan sejumiah

Yang telah dibayar semula

Sisa kurang/iebih

BUPATI LANGKAT

STAF SABIAN RukLM

JAPATAN [PARAR
SENRETORIS DACRAN |/ 743’ .\NGOGESA SITEPU
BT Umon A ,
KASUSBL WS _ T Nokcom ! ;

14



LAMPIRAN Il

TANGGAL

TENTANG

PERATURAN BUPATI LANGKAT
NOMOR

g Tahown 2013

A5 Marct 20013

PERJALANAN DINAS DALAM
NEGERI BAG! PEJABAT NEGARA,

PIMPINAN/ANGGOTA DPRD,
PEGAWAI! NEGERI SIPIL,
PEGAWAI TIDAK TETAP
DILINGKUNGAN PEMERINTAH

KABUPATEN LANGKAT.

KOMPONEN BIAYA PERJALANAN DINAS JABATAN LUAR DAERAH

Biava Biaya Jumlah Hari
Jenis Pefjalanan Dinas Jabatan I-lljaanpagn Penginyapan Transpor dibgsggkan
Pegawai

a. Perjalanan Dinas Jabatan dalam y v Sesual
rangka pelaksanaan fugas dan v Penugasan
fungsi yang melekat pada jabatan

b. Perjalanan Dinas jabatan untuk Sesuai
mengikuti rapat, seminar dan v 1) v 1) v 1) penugasan
sejenisnya. -

c. Perjalanan Dinas Jabatan dalam Maksimal 90
rangka Pengumandahan v v 2} v 3) (semb:lan_
{Detasering). puluh) hari

d. Perjalanan Dinas Jabatan unfuk .
menempuh ujian dinas/ujian jabatan. v v v 2 (dua) hari

e. Peralanan Dinas Jabatan uniuk
menghadap Majelis Penguji
kesehatan Pegawai Negeri atau
menghadap seorang dokter penguiji v v v Sesuai
kesehatan yang ditunjuk,untuk penugasan
mendapatkan  surat  keterangan
dokier tentang kesehatannya guna
kapentingan jabatan.

f. Perjalanan Dinas Jabatan untuk
mempercleh pengobatan s .
berdasarkan surat keterangan dokter v v v esual
karena mendapat cedera pada penugasan
waktu/karena melakukan tugas.

g. Perjalanan Dinas Jabatan
mendapatkan pengobatan v v v Sesuai
berdasarkan  keputusan Majelia penugasan
Penguiji Kesehatan Pegawai Negeri.

h. Perjalanan Dinas Jabatan untuk .
mengikuti  pendidikan  setara v v v Maksimai 2
Diploma/S1/S2/$3. (dua) hari

i. Pen’alanqn Dinas Jabatan untuk , Sesuai

| mengikuti pendidikan dan pelatihan. 4) v 5) v .

Keterangan :

1. ¥'1} ! Rincian biaya Perjalanan Dinas Jabatan untuk mengikuti kegiatan rapat, seminar, dan sejenishya
berqasarkan Lampiran tersendiri sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak
terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

2. ¥'2) . Biaya penginapan diberikan pada saat kedatangan dan selama masa Pengumandahan (Detasering)
dalam hal tidak tersedia rumah dinas.

3. v 3) : Biaya transpor pegawal diberikan untuk transpor pada saat kedatangan dan kepulangan.

4. ¥ 4) : Uang Harian diberikan berupa uang saku sesuai standar biaya selama mengikuti kegiatan.

9. v 5) . Biaya Penginapan diberikan 1 (satu) hari pad

4 saat kedatangan dan 1 (satu) hari kepulangan.

| dASATAN

et e

SEKRETARIS DAERAN

ESISTEN ADM  Umow,

KABAG HUKLIM 7
[KASUBLAG T . JUcoom l ;
SYAF RAGIAN My | PP

HUPATI LANGKAT

k NL-.

. 7GOGESA SITEPU
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LAMPIRAN IV

PERATURAN BUPATI LANGKAT

NOMOR 9 Tahun 20\3
TANGGAL : 25 Mavet 2013
TENTANG : PERJALANAN DINAS DALAM
NEGERI BAGI PEJABAT NEGARA,
PIMPINAN/ANGGOTA DPRD,
PEGAWAI NEGERI SIPIL,
PEGAWAI TIDAK TETAP
DILINGKUNGAN PEMERINTAH
KABUPATEN LANGKAT.
FASILITAS TRANSPOR BAGI PELAKSANA SPPD
T'B"lﬁﬁ'r MODA TRANSPORTASI
No | PEJABAT NEGARA
PERJALANAN "PESAWAT | KAPAL | KERETA | | yooovs
DINAS UDARA LAUT | APUBUS | -
1 2 3 4 5 6 7
Bupati/ wakil Bupati, '
1 Pimpinan/Anggota A Bisnis VIP/ Spesial/ Sesuai
‘| DPRD dan Pejabat Kelas | A | Eksekutif | kenyataan
lain yang setara.
Pejabat Eselon |, Sesuai
2. | dan Pejabat Lainnya B Ekonomi Kelas | B | Eksekutif
yang setara. kenyataan
Pejabat Eselon
lIVPNS Golongan 1V, ,
Pejabat Eselon . Kelas I} . Sesuai
3| V/PNS Golongan Il © Ekonomi A Eksekulif | | onyataan
PNS Golongan |
dan |
PATI LANGKAT
LN
A _ H. NGOGESA SITEPU
JABATAN [pAHar

SEKRETARIS DAERAH

e LT

SRTEN 47 Umuwm

KABNG i
KASUBBAG  T-Hoeow | "
STAF BAGIAN HUKUN 23 |}
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LAMPIRAN V

PERATURAN BUPATI LANGKAT

NOMOR : 9 Tahun 2013

TANGGAL : 25 Mavet 2013

TENTANG : PERJALANAN DINAS DALAM
NEGERI BAGI PEJABAT NEGARA,
PIMPINAN/ANGGOTA DPRD,
PEGAWAI NEGERI SIPIL,
PEGAWAI TIDAK TETAP
DILINGKUNGAN PEMERINTAH
KABUPATEN LANGKAT.

SATUAN BIAYA PERJALANAN DINAS DALAM DAERAH DAN LUAR DAERAH DALAM
PROPINSI PIMPINAN/ANGGOTA DPRD, PEJABAT DAN PEGAWAI NEGERI DILINGKUNGAN

PEMERINTAH KABUPATEN LANGKAT

A. PERJALANAN DINAS DALAM DAERAH (PERJALANAN KURANG DARI 8 JAM)

TINGKAT SATUAN BIAYA
No JABATAN/GOLONGAN PERJALANAN DINAS PERJAL?;::\)N DINAS
Bupati dan | Wakil Bupati, .
i Pimpinan/Anggota DPRD  dan Tingkat A 180.000--
Pejabat lain yang setara.
2. [ Pejabat Eselon 1l dan Pejabat lain Tingkat B 160.000,-
yang setara.
Pejabat Eselon [II/PNS Golongan 1V, )
3. | Pejabat Eselon IV/PNS Golongan IIi Tingkat C 140.000,-
PNS Golongan Il dan |
B. PERJALANAN DINAS LUAR DAERAH DALAM PROPINS}
SATUAN BIAYA
N TINGKAT
o JABATAN/GOLONGAN PERJALANAN DINAS PERJAL:\RI"::-\)N DINAS
Bupati dan Wakil Bupati, .
1 Pimpinan/Anggota DPRD  dan Tingkat A 500.000,-
Pejabat [ain yang setara.
2. | Pejabat Eselon |i dan Pejabat lain Tingkat B 400.000,-
yang setara. ’
3 Pejabat Eselon II/PNS Golongan IV, \
" | Pejabat Eselon IV/PNS Golongan IIi, Tingkat C 370.000,-
PNS Golongan Il dan |
/]
| JABATAN ' PATI LANGKAT

SEKRETARIS DAERAH
ASISTEN A% \mivey

B e

e 4

LA Hdkud {

nOsUBHAS T Hdeow, A

STAF BAGIAN HUKUM 4

R

H. NGOGESA SITEPU
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1.

LAMPIRAN VI : PERATURAN BUPATI LANGKAT
NOMOR :

TANGGAL
TENTANG : PERJALANAN DINAS DALAM

NEGERI BAGI PEJABAT NEGARA,

PIMPINAN/ANGGOTA DPRD,

PEGAWAI NEGERI SIPLL,

PEGAWAI TIDAK TETAP
DILINGKUNGAN PEMERINTAH

KABUPATEN LANGKAT.

RINCIAN BIAYA PERJALANAN DINAS JABATAN
UNTUK MENGIKUTI KEGIATAN RAPAT, SEMINAR, DAN SEJENISNYA

YANG DILAKSANAKAN DI DALAM KANTOR (RUANG RAPAT/AULA/SERBAGUNA DAN SEJENISNYA)

i. LUAR DAERAH
1. Peserta - 7 ) 7
2. Panitia/Moderator - - i _
3. Narasumber - - V1) Y
Il. DALAM DAERAH LEBIH DARI 8 JAM
1. Peserta v'2) - v 3) )
2. Panitia‘Moderator - - - -
3. Narasumber - - v'3) v 4)
H. DALAM DAERAH SAMPAI DENGAN 8 JAM
1. Pesera v 2) - v 3) -
2. Panitia/Moderator - - - -
3. Narasumber - - v 3) -

Keterangan : ‘

1. Y1) Bia_tya_ transpor kepplangan Pelaksana SPPD dalam rangka rhengikuti rapat, seminar, dan
sejenisnya dapat dibayarkan sebesar biaya transpor kedatangan tanpa menyertakan bukti
pengeluaran transpor kepulangan.

2. ¥ 2) : Uang Saku Rapat diberikan untuk rapat dituar jam kerja sesua:i ketentuan yang diatur datam
standar satuan harga. :

3. ¥ 3) : Uang Transp_t_)r I?eggwai diberikan susuai Biaya Riil. Dalam hal tidak diperoleh bukti
pengeluaran riil, diberikan berupa biaya transpor kegiatan dalam kota yang dibayarkan secara
lumpsum sesuai standar satuan harga.

4. ¥ 4) : Biaya Penginapan diberikan apabila terdapat kesulitan transportasi sehingga memerlukan
waktu untuk menginap.

3

Uang Transpor ngawai dit_yerikan sepanjang tidak menggunakan kendaraan dinas, disertai dengan
surat tugas, dan tidak bersifat rutin serta tidak diberikan kepada Pelaksana SPPD yang melakukan
rapat dalam komplek perkantoran yang sama.
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Il. YANG DILAKSANAKAN D! LUAR KANTOR PENYELENGGARA (HOTEL/TEMPAT LAIN)

. LUAR DAERAH
1. Peserta v 3) - | v 2) | v _ v
2. Panitia/ v ) v ' ~ s
Moderator 3) 2) ]
3. Narasumber . - - v 2) _ v v
. DALAM DAERAH LERIH DARI 8 JAM
1. Peserta _ v3) v 3) v ! v 4)
3. Panitia/ '
v v v } v
Moderator 3) 3) 4)
3. Narasumber - - _ e ) v 4)
. DALAM DAERAH SAMPAI DENGAN 8 JAM '
1. Peserta _ - | v 3) _ v - | -
4. Panitia/ _ v 3) v R .
Moderator
3. Narasumber | - - - 4 | - -
Keterangan :

1. ¥ 1) : Uang harian diberikan 1 (satu) hari pada saat kedatangan dan 1 (satu} hari pada saat
kepulangan.

2. v 2) : Biaya transpor kepulangan Pelaksana SPPD dalam rangka mengikuti rapat, seminar, dan
sejenisnya dapat dibayarkan sebesar biaya transpor kedatangan tanpa menyertakan bukti
pengeluaran transpor kepulangan.

3. v'3) : Uang Saku Fullboard/Fullday/Halfday diberikan sesual dengan paket rapat, seminar, dan
sejenisnya yang diatur dalam Standar Satuan Harga.

4. v 4) : Biaya Penginapan diberikan apabila memeriukan waktu uniuk menginap 1 (satu) hari pada
saat kedatangan dan/ atau 1 (satu) hari pada saat kepulangan.

5. Uang Saku Paket Fullboard/Fullday/Halfday mengikuti ketentuan yang diatur dalam Standar Satuan
Harga.

6. Uang Transpor Pegawai diberikan sepanjang tidak menggunakan kendaraan dinas, disertai dengan

surat tugas, dan tidak bersifat rutin.

BUPATI LANGKAT

|“d ABATAN lraghs H. NGOGESA SITEPU
Sud £ ) H d

SEKRETAR'S DAERRH | £ %3

RSIGTEN AN Uwmom ¥ [ le}‘

T BURGA / %: 1

KASUBEAG T -Nocom | WY

STAF BAGIAN Rudlth i 13 .
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LAMPIRAN VII : PERATURAN BUPATI LANGKAT
NOMOR 2 9 w2013
TANGGAL :as Maret 2015

TENTANG : PERJALANAN DINAS DALAM
NEGERI BAGI PEJABAT NEGARA,
PIMPINAN/ANGGOTA DPRD,
PEGAWAI NEGERI SIPIL,
PEGAWAI TIDAK TETAP
DILINGKUNGAN PEMERINTAH

KABUPATEN LANGKAT.
Contoh
SURAT PERNYATAAN PEMBATALAN TUGAS PERJALANAN DINAS JABATAN
* NOMOR : ......ccooiiinieeeenen.
Yang bertanda tangan di bawah ini ;
Nama L et ene b b [ (1)
NIP et 2)
Jabatan T (3)
Unit Kerja O OO E PP OP U SURTOTT VORI ORPI 4)

menyatakan dengan sesungguhnya, bahwa tugas Perjalanan Dinas Jabatan atas nama :

Nama SO (5)
NIP et (6)
Jabatan L et e oot e 7)
UnitKera e (8)

Diba_talkan atau tidak dapat dilaksanakan disebabkan adanya keperluan dinas lainnya yang sangat
penting mendesak/penting dan tidak dapat ditunda yaitu

Sehubungan dengan pembatalan tersebut, pelaksanaan perialanan di i i i
pejabatipegawai neger i perj nas tidak dapat digantikan oleh

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya dan apabila dikemudian hari temyata surat

pernyataan ini tidak benar, saya bertanggung i ia di i
Retontuan hukum vane v ggung jawab penuh dan bersedia diproses sesuai dengan
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(2)

(9)

PETUNJUK PENGISIAN FORMAT -
SURAT PERNYATAAN PEMBATALAN TUGAS PERJALANAN DINAS JABATAN

Diisi nama atasan Pelaksana SPPD, yaitu :

a. Kepala Satuan Kerja untuk Perjalanan Dinas Jabatan yang dilakukan oleh Pelaksana SPPD
pada Satuaﬁ Kerja berkenaan; :

b. Atasan langsung kepala satuan kerja untuk Perjalanan Dinas Jabatan yang dilakukan oleh
Kepala Satuan Kerja;

c. Pejabat Eselon il untuk Perjalanan Dinas Jabatan yang dilakukan oleh Pelaksana SPPD
dalam lingkup eselon ll/setingkat eselon |l berkenaan;atau

d. Bupatifwakil Bupati, Pimpinan/Anggota DPRD dan Pejabat lainnya/Pejabat Eselon | untuk
Perjalanan Dinas Jabatan yang dilakukan oleh Bupati/wakil Bupati, Pimpinan/anggota -
DPRD, Pejabat Eselon I/Pejabat Eselon |i. ‘

Diisi NIP atasan Pelaksanan SPPD

Diisi jabatan atasan Pelaksana SPPD

Diisi nama Unit Organisasi atasan Pelaksana SPPD
Diisi nama Pelaksana SPPD

Diisi NiP Pelaksana SPPD

Diisi jabatan Pelaksana SPPD

Diisi nama Unit Organisasi Pelaksana SPPD

Diisi alasan pembatalan pelaksanaan perjalanan dinas

{10) Diisi tempat, tanggal, bulan, dan tahun ditandatangani surat pernyataan

{(11) Diisi tanda tangan dan nama jelas atasan Pelaksana SPPD

BYPATI LANGKAT

H. NGOGESA SITEPU

| JARBATAR
SEKRETARIS DAERAN
ASISTEN ADH Ummow,
KABNG B
KASUBBAG T Hucom 1
STAF BASIAN MUKLY .
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LAMPIRAN VIl : PERATURAN BUPATI LANGKAT
NOMOR : 9Talwow 013,
TANGGAL ar Mawrt 2013
TENTANG : PERJALANAN DINAS DALAM
NEGERI BAGI PEJABAT
NEGARA, PIMPINAN/ANGGOTA
DPRD, PEGAWAI NEGERI SIPIL,
PEGAWAI TIDAK TETAP
DILINGKUNGAN PEMERINTAH
KABUPATEN LANGKAT.

Contoh
SURAT PERNYATAAN PEMBEBANAN
BIAYA PEMBATALAN PERJALANAN DINAS JABATAN

Yang bertanda tangan di bawabh ini :

Nama L errereereerernersre i eaeear e s e rneeee e et ranee e r e aamrnens H

NIP PRGOS OPOTOROPROTOT 2)

Jabatan L e s tn e en e ne e enens 3)

Unit Kerja OO SOV YURUUTOTOP TP “)
menyatakan dengan sesungguhnya, bahwa Perjalanan Dinas Jabatan berdasarkan Surat Tugas Nomor :
-....tanggal........ dan SPFD Nomor ........ tanggal............... atas nama :

Nama s e s ar e et e {5)

NI e (6)

Jabatan e e e n e e st aenas @

Unit Keria et (8)
gggst;a;:(answal dengan surat Pemyatsan Pembatalan Tugas Perjalanan Dinas Jabatan Nomor ............
e i G 3o b DPA-SKFD ik e T e g
mbesarml?)) ............... (10)........, sehingga dibebankan pada DPA-SKPD Nomoi‘F D tanggal......... Satker

Demikian surat pemyataan ini dibuat dengan sebenamya dan apabila dikemudian hari

urat : r tem surat
pemyataan ini tidak benar dan menimbulkan kerugian negara, saya bertanggung jawab penuh damrsed
menyetorkan kerugian negara tersebut ke Kas Negara,



(12)
(13)

PETUNJUK PENGISIAN FORMAT
SURAT PERNYATAAN PEMBEBANAN
BIAYA PEMBATALAN PERJALANAN DINAS JABATAN

Diisi nama Pejabat yang berwenang satuan kerja yang dibebani biaya perjalanan dinasnya

Diisi NIP Pejabat yang berwenang satuan kerja yang dibebani biaya perjalanan dinasnya

Diisi jabatan Pejabat yang berwenang satuan kerja yang dibebani biaya perialanan dinasnya
Diisi nama satuan kerja yang dibebani biaya perjalanan dinasnya

Diisi nama Pelaksana SPPD

Diisi NIP Pelaksana SPPD

Diisi jabatan Pelaksana SPPD _

Diisi nama satuan kerja yang dibebani biaya perjalanan dinasnya ,

Diisi transpor yang digunakan '

Diisi dengan jumiah rupiah biaya transpor dan penginapan yang tidak dapat
dikembalikan/refund sebagian/seluruhnya

Diisi nomor DPA-SKPD, tanggal, dan nama satuan kerja yang dibebani biaya perjalanan
dinasnhya

Diisi dengan tempat dan tanggal menandatangani surat pernyataan

Diisi tanda tangan dan nama jelas Pejabat yang berwenang satuan kertja yang dibebani biaya
perjalanan dinashya

BUPATI LANGKAT

H. NGOGESA SITEPU

| JASATAH
SEXRETARIS DAERAH
ASISTEN A0 Uvnown

ARG HUK UK :
KASUBEAG T Hokow, ;eﬂ]ﬁl’ i
STAF BAGIAN HUKUM PPz |
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